
 

 

 
 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO 

                                  NOMOR: 400.12.1/41 TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN MELAYANI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KERJA 
BARENG DENGAN RUMAH SAKIT SEBAGAI INOVASI PADA 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN SUKOHARJO 

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan 
administrasi kependudukan dan memenuhi hak 

konstitusi warga negara serta untuk memberikan 
kemudahan kepada masyarakat di Kabupaten 
Sukoharjo perlu dilakukan suatu inovasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Melayani 

Administrasi Kependudukan Kerja Bareng Dengan 
Rumah Sakit sebagai Inovasi pada Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sukoharjo;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2757); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 

sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 
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  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara  
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor 4846); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010   tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019   tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6354); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 184); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 498); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara 
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 
Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita 

Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 199); 
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  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 256); 

  11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pelayanan Administrasi 
Kependudukan secara Online (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 10); 

  12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2025 
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di 

Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 9); 

    
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :   

KESATU  : Melayani Administrasi Kependudukan Kerja Bareng  

Dengan Rumah Sakit sebagai Inovasi pada Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sukoharjo yang selanjutnya disebut dengan MAKE BERES 
merupakan Pelayanan terintergrasi pengurusan Akta 
Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak pada 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Sukoharjo. 

KEDUA : Tujuan Melayani Administrasi Kependudukan 
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:   

  a. memberikan kemudahan pelayanan permohonan 
dokumen kependudukan bagi pasien yang merupakan 
penduduk Sukoharjo dalam mengurus dokumen Akta 

Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas 
Anak (KIA); 

b. sebagai solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan 
kepada masyarakat serta menciptakan sinergi yang 

harmonis, keserasian dan keterpaduan dalam 
pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat; dan 

c. sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan dan memberikan kepastian hukum 
pada diri seseorang atas kepemilikan dokumen 

kependudukan. 
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KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
 Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 2 Januari 2026 
BUPATI SUKOHARJO 

 
ttd.  
 

ETIK SURYANI 
 

 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim 
kepada Yth.: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo 
di Sukoharjo; 

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan 

Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten di 
Sukoharjo; 

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo 
di Sukoharjo.___________________________  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
RETNO WIDIYANTI B, SH 

Pembina  

NIP. 19790801 200501 2 010 
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